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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Minahasa Utara, yang masih 
menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Tiga 
permasalahan utama yang diidentifikasi yaitu: jumlah advokat yang 
sangat terbatas, kurangnya sosialisasi terkait hak atas bantuan hukum 
gratis, serta minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan pendampingan 
dan advokasi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah prinsip-prinsip 
hukum dan regulasi perundang-undangan yang relevan. Fokus kajian 
diarahkan pada bagaimana pelaksanaan bantuan hukum sesuai 
dengan amanat undang-undang serta sejauh mana peran Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi 
masyarakat tidak mampu di Minahasa Utara. Dalam konteks hak asasi 
manusia, asas-asas hukum memiliki peran penting dalam memastikan 
bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum secara 
adil. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, LBH, 
organisasi advokat, akademisi, dan masyarakat sipil agar sistem 
bantuan hukum dapat lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Jika 
tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi secara sistematis, maka 
prinsip access to justice akan mampu diwujudkan secara nyata dalam 
praktik sistem hukum Indonesia. 
 
ABSTRACT  
This study discusses the implementation of Law No. 16 of 2011 on 
Legal Aid in North Minahasa, which still faces various structural and 
technical challenges. Three main issues identified are: the very limited 
number of advocates, the lack of socialization regarding the right to 
free legal aid, and the minimal allocation of funds for legal assistance 
and advocacy activities. The methodology used in this study is a 
normative juridical approach, examining the legal principles and 
relevant regulations. The focus of the study is on how legal aid is 
implemented in accordance with the mandates of the law and to what 
extent the role of Legal Aid Organizations (LBH) ensures access to 
justice for underprivileged communities in North Minahasa. In the 
context of human rights, legal principles play an important role in 
ensuring that every citizen receives fair legal protection. Therefore, 
collaboration between the government, LBH, advocacy organizations, 
academics, and civil society is necessary to make the legal aid system 
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more inclusive, transparent, and sustainable. If these challenges can 
be systematically addressed, the principle of access to justice can be 
effectively realized in the practice of the Indonesian legal system. 

PENDAHULUAN 
Secara normatif, negara telah menetapkan kerangka hukum untuk menjamin 

akses terhadap keadilan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum. Undang-undang ini memberikan jaminan bahwa negara bertanggung 
jawab menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak 
mampu secara ekonomi. Bantuan hukum ini diwujudkan melalui lembaga bantuan 
hukum (LBH) atau advokat yang telah terakreditasi, yang bertugas memberikan 
pendampingan hukum dalam berbagai proses peradilan. Regulasi ini merupakan 
bentuk konkret dari perwujudan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before 
the law) dan perlindungan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945. 

Dalam konteks pelaksanaan bantuan hukum di Minahasa Utara, terdapat 
sejumlah kendala struktural dan teknis yang menghambat optimalisasi implementasi 
UU No. 16 Tahun 2011. Pertama, jumlah advokat yang berpraktik di wilayah ini masih 
sangat terbatas, sehingga kapasitas pelayanan hukum menjadi tidak sebanding 
dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum (Situmorang et al., 
2011). Kedua, minimnya sosialisasi tentang hak atas bantuan hukum menyebabkan 
banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis 
yang disediakan oleh negara (Nasution, 2007). Ketiga, alokasi anggaran yang minim 
membuat pelaksanaan program bantuan hukum menjadi kurang efektif, terutama 
dalam hal pendanaan kegiatan pendampingan hukum dan advokasi.  

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa hak atas 
bantuan hukum, yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara 
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dapat terimplementasi 
secara merata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang 
mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan 
data sekunder untuk mengevaluasi efektivitas UU No. 16 Tahun 2011 dalam konteks 
perlindungan HAM dan akses terhadap keadilan di Minahasa Utara (Soekanto, 1996).  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah 
untuk: (1) Menganalisis implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang 
akses terhadap keadilan (access to justice) yang memungkinkan masyarakat di 
Minahasa Utara untuk memperoleh perlindungan hukum secara adil; dan (2) 
Mengidentifikasi peran Lembaga Bantuan Hukum dalam menghadapi kendala dan 
tantangan pelaksanaan akses terhadap keadilan bagi masyarakat di Minahasa Utara 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian 

hukum normatif bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum, 
serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan isu yang diteliti. 
Dalam konteks penelitian ini, kajian normatif diarahkan untuk menganalisis 
implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di 
Minahasa Utara dan relevansinya dalam menjamin hak akses manusia untuk 
memperoleh akses terhadap keadilan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara rinci 
kondisi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Minahasa Utara dan 
menganalisisnya secara kritis berdasarkan teori hukum, prinsip hak akses manusia, 
serta konsep akses terhadap keadilan. Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk: (1) 
Menggambarkan bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dilaksanakan di 
Minahasa Utara, (2) Menjelaskan kendala dan tantangan yang dihadapi dalam 
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pelaksanaannya, dan (3) Memberikan analisis kritis terhadap efektivitas undang-
undang tersebut dalam menjamin hak akses manusia dan akses terhadap keadilan. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 
Kedua jenis data ini digunakan secara komprehensif untuk mendukung analisis dan 
menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data primer diperoleh langsung 
dari hasil wawancara dengan narasumber yang relevan dan observasi lapangan. 
Narasumber yang dipilih mencakup: penyedia layanan bantuan hukum, seperti 
organisasi bantuan hukum (OBH) yang terakreditasi di Minahasa Utara, pejabat 
pemerintah daerah terkait implementasi bantuan hukum, masyarakat penerima bantuan 
hukum, serta akademisi atau praktisi hukum untuk mendapatkan pandangan ahli terkait 
implementasi dan tantangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Data sekunder 
diperoleh dari bahan hukum tertulis dan referensi ilmiah lainnya yang relevan dengan 
penelitian ini, termasuk undang-undang, peraturan pelaksanaannya, keputusan 
pengadilan yang relevan, serta literatur hukum yang membahas konsep hak akses 
manusia dan implementasi bantuan hukum di berbagai daerah. Penggunaan data 
primer dan sekunder secara sinergis penting untuk memberikan analisis yang 
mendalam, dengan data primer memberikan pandangan empiris dan kondisi aktual di 
lapangan, sementara data sekunder memberikan dasar hukum dan kerangka teori 
untuk analisis normatif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang akses terhadap 
keadilan (access to justice) 

Dalam konteks kelembagaan, penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia 
berada di bawah pengawasan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang 
ditunjuk secara resmi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia. BPHN memiliki peran sentral dan strategis dalam memastikan implementasi 
bantuan hukum selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu: 

1. Asas Keadilan 
2. Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum 
3. Asas Keterbukaan 
4. Asas Efisiensi 
5. Asas Efektivitas 
6. Asas Akuntabilitas. 

 
Sarana Negara mewujudkan Access to Law and Justice dalam bentuk UU 
Bantuan Hukum 

 Undang-Undang Bantuan Hukum pada dasarnya merupakan instrumen negara 
dalam merepresentasikan perannya sebagai negara hukum. Dalam konteks ini, negara 
memiliki kewenangan untuk menentukan sarana yang berkaitan dengan berbagai 
aspek krusial dalam pemberian bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat tidak 
mampu atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek-aspek tersebut mencakup 
perumusan aturan hukum, pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan 
hukum, serta pendidikan hukum bagi masyarakat agar regulasi yang telah ditetapkan 
dapat dipahami dan dihayati dengan baik. 

Prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Bantuan Hukum memiliki 
perbedaan mendasar dibandingkan dengan pengaturan mengenai bantuan hukum 
dalam Undang-Undang Advokat. Dalam Undang-Undang Advokat, pemberian bantuan 
hukum merupakan bagian yang melekat (inherent) pada profesi advokat, mengingat 
tugas utama advokat adalah memberikan pelayanan demi kepentingan publik. Terlebih 
lagi, advokat dikenal sebagai officium nobile, yang mengandung makna bahwa profesi 
ini memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk memberikan bantuan hukum, 
khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini ditegaskan dalam Putusan 
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Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004. Negara memiliki peran krusial dalam 
penyelenggaraan bantuan hukum melalui Undang-Undang Bantuan Hukum, termasuk 
kewenangan untuk menentukan pihak yang berhak memberikan bantuan hukum 
kepada kelompok masyarakat tidak mampu, mewujudkan akses terhadap hukum dan 
keadilan, salah satunya melalui profesi advokat. Keberadaan Undang-Undang Bantuan 
Hukum tidak menciptakan ketidakpastian hukum (legal insecurity) dalam pelaksanaan 
bantuan hukum, karena undang-undang tersebut justru berfungsi sebagai instrumen 
untuk memperjelas mekanisme, prosedur, serta tanggung jawab dalam pemberian 
bantuan hukum. 

Untuk memberikan kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 
Nomor 006/PUU-II/2004 menegaskan bahwa profesi selain advokat yang memenuhi 
persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum memiliki hak untuk menerima kuasa dan 
mewakili pemohon bantuan hukum di hadapan instansi tertentu. Putusan ini juga 
menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Advokat bersifat diskriminatif dan 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
UU Advokat merupakan peraturan yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban, 
serta pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa 
hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara itu, UU Bantuan Hukum 
merupakan instrumen hukum negara untuk mengimplementasikan konsekuensi logis 
sebagai Negara Hukum, yaitu adanya akses terhadap hukum dan keadilan. UU 
Bantuan Hukum merupakan peraturan yang mengatur syarat-syarat dan teknis bantuan 
hukum bagi masyarakat kurang mampu, serta klasifikasi siapa saja yang dapat menjadi 
pemberi bantuan hukum. 
 
Konsep Perwujudan Access to Law and Justice dalam Bantuan Hukum 

Akses terhadap keadilan dalam konteks sistem hukum di Indonesia merujuk 
pada kondisi dan mekanisme di mana negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-
hak fundamental warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 serta 
prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk 
memastikan bahwa setiap subjek hukum (claim holder) memiliki kapasitas dalam 
mengenali, memahami, menyadari, serta menegakkan hak-haknya melalui institusi 
hukum, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Jaminan ini diperkuat dengan 
tersedianya mekanisme pengaduan publik (public complaint mechanism) yang mudah 
diakses dan responsif, sehingga setiap individu dapat memperoleh manfaat hukum 
secara maksimal guna meningkatkan kualitas hidupnya. 

Upaya pemerintah dalam mewujudkan akses terhadap hukum dan keadilan 
(access to law and justice) salah satunya dilakukan melalui penerapan kebijakan 
tindakan afirmatif (affirmative action). Kebijakan ini merupakan instrumen yang umum 
digunakan oleh negara sebagai respons terhadap ketimpangan sosial yang bersifat 
diskriminatif, serta adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi dalam berbagai aspek 
kehidupan. Ketidaksetaraan tersebut sering kali berakar pada struktur patriarki yang 
mengakar baik dalam ranah publik maupun privat, sehingga tindakan afirmatif menjadi 
strategi hukum untuk mendorong terciptanya kesetaraan substantif bagi kelompok yang 
terpinggirkan. 
 
Konsep Bantuan Hukum 

 Bantuan hukum dalam penerapannya memiliki empat konsep utama. Pertama, 
konsep bantuan hukum tradisional, yaitu pelayanan hukum yang diberikan secara 
individual kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan hukum dalam konsep ini 
bersifat pasif dengan pendekatan yang cenderung formal-legal. Kedua, konsep 
bantuan hukum konstitusional, yaitu bantuan hukum yang tidak hanya berorientasi 
pada penyelesaian kasus perorangan, tetapi juga bertujuan lebih luas, seperti 
meningkatkan kesadaran masyarakat yang tidak mampu akan hak-haknya sebagai 
subjek hukum, serta menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai hak asasi manusia 
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sebagai prinsip fundamental dalam sistem negara hukum. Ketiga, konsep bantuan 
hukum struktural, yaitu pendekatan bantuan hukum yang bertujuan menciptakan 
kondisi yang mendukung terwujudnya sistem hukum yang mampu mengoreksi 
ketimpangan struktural menuju tatanan yang lebih berkeadilan. Dalam konsep ini, 
hukum dan implementasinya harus menjamin kesetaraan kedudukan bagi setiap 
individu, baik dalam ranah hukum maupun politik. Bantuan hukum struktural erat 
kaitannya dengan fenomena ketidakmampuan struktural, di mana ketidakadilan dalam 
akses terhadap hukum sering kali berakar pada ketimpangan sosial dan ekonomi yang 
sistematis. 

Keempat, konsep bantuan hukum responsif, yaitu bantuan hukum yang 
diberikan secara cuma-cuma kepada fakir miskin, mencakup seluruh bidang hukum 
serta perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini tidak membedakan antara 
pembelaan dalam perkara individu maupun kolektif, sehingga setiap pihak yang 
menghadapi permasalahan hukum, baik secara personal maupun dalam kelompok, 
tetap mendapatkan akses terhadap keadilan secara adil dan merata. Layanan yang 
diberikan dalam bantuan hukum responsif meliputi berbagai aspek yang bertujuan 
untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu. 
Layanan tersebut mencakup penyuluhan hukum mengenai hak asasi manusia dan 
proses hukum, serta pemenuhan hak untuk mendapatkan pembelaan oleh organisasi 
bantuan hukum maupun advokat. Selain itu, bantuan hukum responsif juga mencakup 
pembelaan dalam menangani permasalahan hukum yang konkret, serta memastikan 
kualitas pembelaan di pengadilan agar dapat menghasilkan yurisprudensi yang tegas, 
tepat, jelas, dan benar. Lebih lanjut, bantuan hukum juga berperan dalam pembaruan 
hukum melalui putusan pengadilan yang berpihak pada keadilan substantif, serta 
mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan sistem 
nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. 
 
Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam menghadapi kendala dan hambatan 
penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bagi Masyarakat Tidak Mampu 
di Minahasa Utara 

 Pelaksanaan bantuan hukum pada masyarakat yang terdapat di wilayah 
Minahasa Utara dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah anomali yang 
berimplikasi pada munculnya berbagai permasalahan dalam penerapannya. 
Konsekuensinya, akses terhadap hukum dan keadilan (access to law and justice) bagi 
masyarakat tidak mampu menjadi tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lima lokasi, ditemukan berbagai faktor 
penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. 
 
Disfungsi Kerangka Hukum Normatif dalam Pemberian Bantuan Hukum 

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas advokat menunjukkan 
ketidakberminatan dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono publico bagi 
masyarakat tidak mampu di Minahasa Utara. Hal ini tercermin dari sikap penolakan 
perkara yang dilakukan secara tidak objektif, yang pada akhirnya semakin 
mempersempit akses masyarakat tidak mampu terhadap keadilan. Objektivitas dalam 
penolakan perkara yang dimaksud merujuk pada penolakan terhadap kasus yang 
secara substansi tidak memenuhi kualifikasi sebagai permasalahan hukum, yakni 
perkara yang tidak menimbulkan atau tidak memiliki konsekuensi hukum yang 
signifikan. Namun, dalam praktiknya, ditemukan bahwa sejumlah advokat menolak 
menangani perkara secara tidak objektif. Penolakan perkara yang dialami oleh 
masyarakat tidak mampu di Minahasa Utara secara tidak objektif oleh advokat 
merupakan bentuk penyimpangan terhadap kerangka hukum normatif yang mengatur 
pemberian bantuan hukum. Secara yuridis, bantuan hukum seharusnya diberikan tanpa 
membedakan jenis permasalahan hukum yang ditangani maupun pihak yang dibela. 
Esensi utama dari regulasi tersebut adalah memastikan bahwa masyarakat tidak 
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mampu memperoleh hak mereka dalam mengakses hukum dan keadilan (access to 
law and justice) ketika menghadapi permasalahan hukum. 
 
Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Tidak Mampu di Daerah Minahasa 
Utara 

Ketidaktahuan terhadap hukum dapat berakibat pada dua hal utama, yaitu 
pertama, individu tanpa sadar dapat melakukan pelanggaran hukum, dan kedua, 
individu tersebut rentan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan 
pribadi. Yang lebih ironis, aktor yang sering kali mengambil keuntungan dari 
ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum justru berasal dari kalangan aparat 
penegak hukum maupun pemerintah, yang seharusnya berperan dalam menegakkan 
keadilan dan melindungi hak-hak warga negara. Perspektif dalam pelaksanaan 
bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu seharusnya tidak hanya berorientasi 
pada pemenuhan kebutuhan pendampingan hukum semata, tetapi juga harus berperan 
dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Hal ini mencakup pemberian 
pemahaman yang lebih luas mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, serta mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap produk hukum 
yang ada. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum harus diiringi dengan upaya 
pendidikan hukum dan kewarganegaraan (civic education) agar masyarakat tidak 
hanya menjadi objek hukum, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memahami dan 
mengawal keberlakuan hukum dalam kehidupan bernegara.  

Perspektif tersebut secara ideal dapat menyelesaikan suatu persoalan ini, akan 
tetapi hal itu belum sesuai dalam tataran implementasinya. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa advokat dan lembaga bantuan hukum 
yang masih cenderung memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif. 
Pandangan bahwa pemberian bantuan hukum bersifat pasif dapat menjadi faktor 
penghambat dalam optimalisasi perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 
Minahasa Utara. Perspektif ini dapat diilustrasikan melalui mekanisme penunjukan 
advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) oleh aparat kepolisian atau pengadilan 
sebagai penasihat hukum dalam perkara tertentu, terutama yang ancaman pidananya 
di atas 15 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Penunjukan ini didasarkan pada ketersediaan anggaran yang 
disediakan oleh lembaga peradilan untuk bantuan hukum cuma-cuma, sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

 
Formalisasi Akses terhadap Peradilan bagi Masyarakat Tidak Mampu di Minahasa 
Utara 

Dalam praktiknya, masyarakat tidak mampu di Minahasa Utara sering kali 
menjadi korban peradilan sesat. Meskipun tersedia upaya hukum seperti banding, 
kasasi, maupun peninjauan kembali untuk memperbaiki kekeliruan dalam putusan 
pengadilan, akses terhadap upaya hukum tersebut hampir tidak dapat dimanfaatkan 
oleh masyarakat tidak mampu karena kendala biaya. Sehingga, meskipun Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah diundangkan, hal 
tersebut belum menjadi jaminan bahwa masyarakat tidak mampu dapat memanfaatkan 
mekanisme hukum hingga tingkat peradilan yang lebih tinggi.  

Salah satu persoalan utama dalam implementasi bantuan hukum adalah 
kecenderungan pemberi bantuan hukum, baik advokat maupun Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH), hanya memberikan layanan hukum sampai tingkat peradilan pertama. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sebagian besar advokat dan LBH beralasan 
bahwa penghentian pendampingan hukum pada tahap ini merupakan permintaan dari 
klien. Namun, jika dilihat dari perspektif masyarakat tidak mampu di Minahasa Utara, 
keputusan tersebut lebih banyak didasarkan pada faktor keterbatasan finansial dan 
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sikap pasrah karena ketidakmampuan untuk menanggung biaya tambahan dalam 
proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali. 
 
Diskriminasi dan Kompleksitas Prosedural dalam Pendaftaran Bantuan Hukum 

Pendaftaran dalam bantuan hukum memiliki peran krusial dalam memastikan 
terselenggaranya akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Namun, di sisi lain, 
aspek finansial juga dapat menjadi alat kontrol yang membentuk dinamika pemberian 
bantuan hukum, bahkan dapat berpotensi menggeser orientasi ideologis advokat dan 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Dalam konteks bantuan hukum, pendaftaran bukan 
sekadar bentuk kompensasi bagi advokat/LBH, tetapi juga merupakan perwujudan 
tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan 
masyarakat.  

Berdasarkan hasil verifikasi dan akreditasi pada tahun 2013, hanya 310 
organisasi bantuan hukum yang dinyatakan lolos. Jumlah ini sangat kecil jika 
dibandingkan dengan kebutuhan nasional akan bantuan hukum. Di samping itu, 
mekanisme pencairan dana yang dipusatkan di Kementerian Hukum dan HAM dengan 
kantor wilayah hanya terdapat di tingkat provinsi, semakin memperumit akses bagi LBH 
yang berlokasi jauh dari ibu kota provinsi. Kesulitan dalam mengakses pendaftaran ini 
berakar pada inefisiensi penyerapannya dana bantuan hukum secara nasional serta 
mendorong sebagian advokat/LBH untuk memungut biaya tambahan dari penerima 
bantuan hukum (lihat Persoalan Ketiga mengenai akses peradilan yang hanya bersifat 
formalisasi). 
 
Kurangnya Pengawasan dalam Implementasi Bantuan Hukum 

Dalam sistem hukum yang ideal, mekanisme pengawasan berfungsi sebagai 
instrumen untuk memastikan pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan prinsip 
access to law and justice. Namun, dalam konteks bantuan hukum, Undang-Undang 
Bantuan Hukum tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pengawasan terhadap 
implementasi bantuan hukum. Pengawasan dalam implementasi bantuan hukum 
memiliki urgensi yang sama pentingnya dengan penyediaan pendanaan, sebab tanpa 
sistem pengawasan yang memadai, pendanaan bantuan hukum justru berisiko menjadi 
alat bagi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan, sekaligus menghambat 
terwujudnya akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, 
diperlukan reformasi dalam regulasi bantuan hukum dengan menambah mekanisme 
pengawasan yang lebih ketat, transparan, dan akuntabel, baik melalui pengawasan 
internal oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun pengawasan eksternal melalui 
lembaga independen. 
 
Optimalisasi Penerapan Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak 
mampu di Minahasa Utara 

 Penerapan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Minahasa Utara 
masih menghadapi berbagai kendala sistematis yang berdampak pada terbatasnya 
akses keadilan (access to law and justice). Tanpa adanya perbaikan yang konkret, 
bantuan hukum hanya menjadi sekadar formalisasi tanpa memberikan dampak yang 
nyata bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah 
strategis untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum agar benar-benar dapat 
mewujudkan keadilan substantif. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan  

Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang akses terhadap 
keadilan di Minahasa Utara masih menghadapi berbagai kendala yang membatasi 
akses masyarakat tidak mampu terhadap bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) memainkan peran penting dalam mewujudkan akses keadilan dengan 
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menyediakan layanan seperti konsultasi hukum, pendampingan dalam proses litigasi, 
dan representasi di pengadilan. Namun, beberapa faktor penghambat, seperti prosedur 
pendaftaran yang rumit, keterbatasan dana, serta kurangnya advokat yang bersedia 
memberikan layanan pro bono, mengurangi efektivitas pemberian bantuan hukum. 
Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya pengawasan 
terhadap pelaksanaan bantuan hukum semakin memperburuk situasi ini. Untuk 
mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti 
penyederhanaan mekanisme pendaftaran bantuan hukum, peningkatan jumlah advokat 
yang terlibat dalam bantuan hukum, edukasi hukum kepada masyarakat, serta 
penguatan sistem pengawasan dalam implementasi bantuan hukum. Dengan adanya 
sinergi antara pemerintah, LBH, organisasi advokat, akademisi, dan masyarakat sipil, 
sistem bantuan hukum di Minahasa Utara dapat menjadi lebih inklusif, transparan, dan 
efektif, serta mewujudkan prinsip akses keadilan yang sesungguhnya dalam praktik 
hukum Indonesia.. 

  
Saran  

Agar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Minahasa Utara dapat semakin optimal 

dalam memberikan bantuan hukum dan memperluas jangkauan akses keadilan bagi 

masyarakat tidak mampu, beberapa langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, 

implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang akses terhadap keadilan 

harus dipermudah, dengan penyederhanaan prosedur akreditasi dan pencairan dana 

bantuan hukum agar lebih mudah diakses oleh LBH di daerah terpencil seperti 

Minahasa Utara. Selain itu, perlu ada peningkatan jumlah advokat yang terlibat dalam 

kegiatan bantuan hukum dengan memberikan insentif dan penghargaan. Program 

edukasi hukum yang berkelanjutan melalui penyuluhan, lokakarya, dan pemanfaatan 

teknologi informasi juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

hak-hak hukum mereka. Kedua, dalam menghadapi kendala dan tantangan 

pelaksanaan akses terhadap keadilan di Minahasa Utara sesuai dengan Undang-

Undang No. 16 Tahun 2011, penguatan sistem pengawasan terhadap implementasi 

bantuan hukum perlu dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas 

penggunaan dana. Evaluasi berkala terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh LBH 

juga diperlukan untuk mengukur efektivitas program dan merumuskan perbaikan yang 

diperlukan. Terakhir, sinergi antara pemerintah, LBH, organisasi advokat, akademisi, 

dan masyarakat sipil sangat penting untuk mendukung terciptanya akses keadilan yang 

inklusif dan berkelanjutan. 
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